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BAB III 
1. 	Kesiapulan 
a. 	Fungsi pokok pengadilan adalah memberikan keadilan 
yang diinginkan oleh para pencari keadilan. Perwujudan 
keadiIan, tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Oasar 
1945, undang-undang nomor 14 tahun 1970 pasal 4 ayat 1 
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman_ 
b. 	Paranan aparat penegak hukum selaku sub sistem 
peradilan harus diutamakan, terutama untuk memacu 
terbentuknya sistem peradilan yang bebas dan hakim 
tidak memihak. 
c. 	Contempt of Court adalah lembaga hukum yang berasal 
dan bersumber pertama-tama dari common law, dan yang 
bertujuan untuk menjaga efektifitas sistem peradilan. 
d. 	Segaia sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan 
kehakiman di dalam Undang-Undang Oasar 1945, 
dinyatakan harus dilaksanakan dengan undang-undang, 
termasuk ketentuan mengenai contempt of court yang 
terdapat dalam penjelasan umum undang-undang nomor 14 
tahun 1995 butir 1 nomor 4 alinea ke-4 (empat) tentang 
mahkamah agung. 
e. 	Oalam hukum positif, materi dari perbuatan yang 
termasuk contempt of court tersebut telah diatur 
.ecara terpencar dalam beberapa pasal dalam KUHP, 
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yaitu antara lain: pasal 216, 217, 222, 227, 242. 
Kesemuannya tertentu dalam KUHP, yaitu pelanggaran 
terhadap jalannya hukum dan penyelenggaraan peradilan. 
f. 	Dari kenyataan sehari-hari, pada akhir-akhir ini 
menunjukkan bahwa, telah terjadi peristiwa yang sudah 
mengarah pada tindakan yang dapat dikualifikasikan 
merendahkan martabat pengadilan dan merongrong 
kewibawaan pengadilan. Keadaan ini dikuatirkan dapat 
mengarah pada akibat yang merupakan ancaman terhadap 
okebebasan kekuasaan kehakiman dan mengalami jalannya 
hukum dan proses peradilan. 
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2.Sararl 
a. 	Untuk menjaga martabat dan kewibawaan pengadilan, 
perlu dibentuk suatu undang-undang khusus tentang 
contempt of court. Pemerintah dalam hal ini Departemen 
Kehakiman, haruslah membentuk sebuah panitia khusus 
untuk mempelaj.ari .ecara mandalam, dangan 
mengikutsertakan segenap wakil-wakil mahkamah agung, 
departemen kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 
universitas, dan kalangan profesi advokat, serta dari 
kalangan pers. 
b. 	Panitia khusus tersebut, membantu pemerintah dalam 
menginventariskan segala permasalahan yang berkaitan 
dengan contempt of court, serta dapat diharapkan 
segera membentuk panitia perencanaan penyusunan 
undang-undang tentang contempt of court. 
c. 	Untuk membentuk undang-undang tentang contempt of 
court, harus didukung dengan mengadakan atau merintis 
pertemuan dengan berbagai kalangan profesi yang 
berkaitan langsung dengan tugas di bidang peradilan 
seperti yang dirintis oleh Ikatan Hakim Indonesia, 
pada tahun 1980. 
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